
3. Undang-TJndang Nomor 19 Tahun 1997 tentapg 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 
Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Negara Nomor 
3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan A1ias 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor H29 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telflh 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19p8 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahjhn 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu merietapkari 
Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembayaran, 
jatuh tempo pembayaran, penyetoran, ternpat 
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayarari 
Pajak Bumi dan Bangunan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PURWAKARTA 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
NOMOR 54 TAHUN 2017 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, 
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
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PROVINS! JAWA BARAT 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,3 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Perat ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentr-ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 1 

9. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent1ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakpir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20!4 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oh 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. 



Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA 

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 
6. Bidang Pendapatan II adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidarg 

Pengelola PBB dan BPHTB. 
7. Kepala Bidang Pendapatan II adalah Kepala Bidang Pendapatan II pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. 
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara ny~ta 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARANr 
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN 
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN 

MEMUTUSKAN : 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 20~6 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 
148); 

16. 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunr,n 
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembarrn 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 

15. 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2016 Nomor l); 

14. 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3); 

13. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Menetapkan 



(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat 

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak. 

(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, menyatakan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 

(4) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dilakukan dengan meriggun akan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang­ 
undangan. 

(5) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah rnemenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

Pasal 3 

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain 
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

(2) Apabila tempat pembayaran pajak ditempat lain yang ditetapkan, 
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 
(satu) hari kerja. 

BAB II 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 2 

atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ a tau denda. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 



,...,,...-- 
Drs. H. P DIL KARSOMA, M.Si 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 54 

SEKRET RIS DAERAH 
KABUPA EN PURWAKARTA 

t- 

Diundang an di Purwakarta 
Pada tan gal 12 Januari 2017 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Pasal 4 


